


ABSTRAK

“Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat).”


	Penerapan Otonomi Daerah di dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah untuk tahun 2009 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami keterlambatan, seharusnya APBD disyahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD pada awal Desember pada tahun berjalan, namun pada kenyataannya hingga akhir Januari pengesahan APBD masih belum dilakukan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS).
	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, dan untuk mengetahui pengaruh antara Otonomi Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah maka digunakan pengujian statistik. Pengujian statistik yang digunakan adalah koefisien korelasi rank spearman, koefisien determinasi, uji hipotesis juga didukung oleh program pengolahan data SPSS 15.0 for windows untuk memperkuat perhitungan secara manual.
	Dari hasil perhitungan koefisien korelasi diketahui bahwa hubungan antara Otonomi Daerah dengan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah termasuk kategori sedang. Sedangkan pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebesar 31,8% sedangkan sisanya yaitu 62,8% dipengaruhi oleh faktor lain antara lain kinerja para pengguna anggaran, perencanaan dan kebijakan lain perusahaan. Hal ini berarti jika penerapan otonomi daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi semakin cukup baik maka pelaksanaan anggaran belanja daerah pun akan meningkat baik. 
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